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BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) |

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi |

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetepan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin
dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah
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Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Daerah Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153); Sy, ' S,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817); : i '

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
'Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan  Daerah Tentang Rencana ‘
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

: Pembangi;nan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Pembahan Rencana  Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026
k‘ tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia

~_Tahun 2026 Nomor 395);

MEMUTUSKAN: w

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: \
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan‘

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Berau.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan

bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya dlsmgkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 disusun sebagai:

a.
b.
&

(1)

(2)

dasar penetapan Renja PD Tahun 2027;

pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS;

bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah mengenai
APBD tahun anggaran 2027; dan

bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan
daerah hingga triwulan II tahun 2027.

BAB 11
RKPD TAHUN 2027

Pasal 3
RKPD Tahun 2027 memuat :
rancangan kerangka ekonomi daerah;
prioritas pembangunan daerah,;
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
arah kebijakan pembangunan nasional meliputi tema, sasaran
pembangunan nasional, prioritas nasional, program prioritas, program

Ao op

hasil terbaik cepat, kegiatan prioritas utama, Proyek Strategis Nasional,

dan program Kkerja prioritas nasional,

e. program strategis nasional; dan

f. kesepakatan rapat koordinasi teknis pembangunan daerah Tahun
2026

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan

sistematika paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;
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gambaran umum kondisi Daerah;

kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

rencana kerja dan pendanaan Daerah

kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
g. penutup

(3) Rincian RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

"o o0 o

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4
Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2027. ~

BAB IV
PERUBAHAN RKPD

Pasal 5
(1) RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan sebagal upaya sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan dinamika yang
berkembang serta menjaga prin;si,péfisien, efektif dan akuntabel. |
(2) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘
\
|

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan

menunjukan adanya &

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan
Daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan; dan/atau; ‘

b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
¢. perubahan kebgakan daerah.

(3) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, dan keadaan luar
biasa ‘sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah
RPJMD ditetapkan, RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan tanpa
melalui tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi perubahan:

a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

target tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

Prioritas pembangunan daerah;

penambahan dan/atau pengurangan program Perangkat Daerah,

sebagai akibat terdapat kebijakan nasional dan/atau daerah, keadaan

darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

€. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan, dan subkegiatan
Perangkat Daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, mencakup

po o
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program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan,
lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat; dan/atau

f. target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(5) Rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disusun berpedoman pada:

a. peraturan daerah tentang RPJMD; dan

b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sampai dengan triwulan
Il yang dapat bersifat prognosis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 7 Juli 2026

_ BUPATI BERAU,
ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diuridangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
ttd
MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA




